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Abstract 

 

The flow of philosophy of law of positivism conceives the law as ius which has 

experienced positive as lege or lex, and law only relates to positive law or law only. The 

characteristics of this flow are always fundamental to reality (reality, fact) and evidence, 

not metaphysical and do not explain the essence, natural phenomena are explained 

based on causal relationships, and are not related to morals. This is criticized by several 

other schools of law, such as; free law, critical law, critical study of modern law, 

progressive law, all of which conceive that law is not only written in law, but what is 

practiced by officials of law enforcement implementing the function of law 

enforcement. In addition, the implementation of the law is adapted to the needs of 

society, which can not be separated from the influence of moral teachings and values 

that live in society, in order to realize the real justice. 
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Abstrak 

 

Aliran filsafat hukum positivisme menkonsepsikan hukum sebagai ius yang telah 

mengalami positifisasi sebagai lege atau lex, dan hukum hanya bersangkut paut dengan 

hukum positif atau UU saja. Karakteristik aliran ini selalu mendasar pada kenyataan 

(realitas, fakta) dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan esensi, gejala 

alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan tidak berhubungan dengan 

moral. Hal inilah yang dikritik oleh beberapa aliran hukum lain, seperti; aliran hukum 

bebas, hukum kritis, studi kritis hukum modern, hukum progresif, yang semuanya 

menkonsepsikan bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan 

apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum yang melaksanakan 

fungsi pelaksanaan hukum. Selain itu, pelaksanaan hukum disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh ajaran moral dan nilai-nilai yang 

hidup di masyarakat, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.  
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PENDAHULUAN 

Pemahaman pemikiran hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan 

pemikiran manusia, karena hukum akan menyertai kehidupan manusia di manapun dan 

kapanpun. Cicero (106-43 SM), seorang filsuf Romawi menyatakan Ubi Societas ibi 

ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.
1
 Peran hukum sangat penting 

bagi manusia, karena dapat menjaga ketertiban, ketika manusia mempunyai kehendak 

yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu pemikiran teori hukum akan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pemikiran 

hukum yang berhasil menkonsepsikan hukum berdasarkan akal pemikirannya. Teori 

hukum merupakan usaha para tokoh atau ahli hukum dalam menggunakan akal 

pemikirannya untuk mengimajinasikan atau mendefinisikan tentang hukum, sehingga 

membentuk bangunan teori hukum. Para tokoh hukum tersebut berbeda dalam 

mendefinisikan atau menggambarkan tentang hakekat kebenaran hukum, dan cara 

menemukan kebenaran hukum. Hal inilah yang kemudian melahirkan paradigma 

hukum. Paradigma hukum adalah cara pandang ahli hukum yang mencoba memahami 

hukum berdasarkan pendapatnya,
2
 hingga menemukan kebenaran hukum yang ilmiah.  

Berteori tentang hukum mesti berhadapan dengan dua realitas, yakni hukum yang 

berada di alam imajinatif atau akal manusia (in abstracto) dan hukum yang ada di alam 

indrawi (in concreto).
3
 Dua realitas tersebut mempunyai khas atau konsep tersendiri, 

dan tidak dapat disalahkan antara satu dengan yang lain. Sikap yang dimiliki oleh tokoh 

hukum selanjutnya adalah dengan memilih mana yang dianggap benar, tentunya 

dikolaborasikan dengan keadaan yang meliputi ruang dan waktu.  Pengertian hukumpun 

juga akan terus bergeser dari pemikiran filsafat hukum kodrat atau alam, menuju ke 

filsafat hukum positivisme, empirisme, kritikisme, sampai kemudian filsafat hukum 

modern. Perubahan teori hukum tersebut bertujuan untuk mengkonkritkan hukum dari 

                                                           
1
 Stephen W. Ball, Bibliographical Essay / Legal Positivism, Natural Law, and the 

Hart/Dworkin Debate, Journal of Criminal Justice Ethics, University of California, San Diego, ISSN: 0731-

129X (Print) 1937-5948 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rcre20,  hal. 68, upload at 29 June 2016, 

At: 12:35 WIB. Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, 

Jakarta, Konpress, 2015, hal. v  
2
Salim, Perkembangan Teori Hukum dalam Ilmu Hukum, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2009, 

hal. 54  
3
 Yusriyadi, Bahan Kuliah Teori Hukum MIH Fakultas Hukum UNDIP Semarang, tanggal 14 

November 2014, sebuah catatan.   
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nilai-nilai yang bersifat abstrak menjadi nyata atau real sehingga hukum mampu 

berperan secara adil dan bermanfaat di masyarakat.  

  Pada makalah ini akan dijelaskan tentang teori hukum termasuk pumpun berfikir 

aliran filsafat positivisme, latar belakang lahirnya positivisme dan kritik terhadap 

positivisme. Manfaat makalah ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang 

aliran filsafat hukum positivisme, sehingga akan diperoleh pemahaman dan wawasan 

luas tentang positivisme hukum kaitannya dengan mewujudkan hukum yang 

berkeadilan. Hal ini akan berpengaruh pada sikap bijaksana dalam mengartikan hukum 

yang berbeda-beda. Perbedaan teori hukum bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk 

disandingkan dan dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan  

permasalahan hukum sekaligus mewujudkan hukum yang berkeadilan.   

PEMBAHASAN 

Tentang Filsafat Hukum Positivisme 

 Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa 

teori hukum  itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai 

lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak.
4
 Oleh 

karena itu hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan 

hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau 

buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat.
5
  

 Filsafat hukum positivisme muncul pada abad XVIII-XIX dan berkembang di 

Eropa Kontinental, khususnya Prancis.
6
 Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat 

bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan 

antara hukum dengan moral dan agama serta memisahkan antara hukum yang berlaku 

dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen. Bahkan tidak sedikit 

pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam 

kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is command 

from the lawgivers), hukum  itu identik dengan undang-undang. Keberadaan UU telah 

                                                           
4
 Ibid.  

5
 Adji Samekto, Op. Cit., hal. 42.  

6
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Adtya Bakti, Bandung, 1995, hal. 267.  
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menjamin kepastian hukum, sehingga penerapannya lebih mudah, dan di luar UU tidak 

ada hukum.
7
 

 Pumpun berfikir atau  pokok-pokok berfikir dari ajaran filsafat positivisme dalam 

kajian ilmu sosial dan alam, yakni
8
 ; 

a. Filsafat positivisme hanya mendasar pada kenyataan (realitas, fakta) dan bukti 

terlebih dahulu 

b. Positivisme tidak akan bersifat metafisik dan tidak menjelskan tentang esensi. 

c. Positivisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak. Gejala 

alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat dan dari itu kemudian didaptkan 

dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu. 

d. Positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai obyek yang dapat 

digeneralisasikan sehingga ke depan dapat diramalkan (diprediksi).   

e. Positivisme meyakini bahwa suatu realitas (gejala) dapat direduksi menjadi unsur-

unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. 

 Menurut Hart, menjelaskan bahwa ada lima prinsip yang dapat dimasukkan dalam 

filsafat positivisme hukum, yaitu : 

a. Hukum adalah perintah terhadap manusia 

b. Analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. 

Analisis ini harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis dan evaluasi kritis. 

c. Keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang 

sudah ada lebih dahulu, tanpa menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan serta 

moralitas. 

d. Tidak ada hubungan antara hukum dan moral, karena moral adalah metayuridis. 

e. Pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan.
9
 

Munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai 

bidang ilmu tentang kehidupan manusia termasuk ilmu sosial dan alam. Positivisme 

sebagai suatu aliran filsafat ilmu pengetahuan, menyatakan bahwa ilmu alam sebagai 

satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, semua didasarkan pada data empiris, real, 

nyata, konkret dan kasat mata serta menggunakan metode ilmiah. Pengaruh aliran 

filsafat positivisme, telah mendorong penggunaan rasio yang begitu kuat, hingga 

                                                           
7
 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 87  

8
 Adji Samekto, Op. Cit., hal 66. Lihat Juga Yusriyadi, Bahan Kuliah Teori Hukum MIH 

Fakultas Hukum UNDIP Semarang, tanggal 14 November 2014, sebuah catatan. 
9
 Dias, R.W.M., Jurisprudence, Butterworths,  London, 1976, hal. 451  
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melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengamatan dan 

pengalaman  nyata yang tersusun secara sistematis.
10

  

Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positivisme menunjukkan, 

bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai, imparsial, impersonal dan obyektif.
11

 

Tujuannya adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan 

membuat keputusan atau aturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang telah 

disepakati bersama. Selain itu, juga bertujuan untuk memandang hukum sebagai realitas 

yang lepas dari kepentingan individu atau kelompok.  

Ilmu hukum menurut aliran filsafat positivisme akan melahirkan konsep hukum 

positif, yakni seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang berwenang dan mengandung perintah.  Selain itu, hukum juga dikonsepsikan 

sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara, 

yang berwujud perintah yang harus ditaati karena mengandung sanksi. Hukum positif 

mengandung nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kemudian 

diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif.
12

 Jadi dalam aliran 

hukum positivisme, konsep hukum juga mengadung nilai-nilai (values) yang terdapat 

dalam hukum positif (perundang-undangan), hanya nilai itu telah dibahas dan 

ditetapkan ketika proses pembuatan hukum positif. Setelah ditetapkan menjadi undang-

undang, maka hukum itulah yang berlaku secara mutlak, tidak boleh ditawar, lepas 

apakah hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak. 

Latar Belakang Munculnya Aliran Filsafat Hukum Positivisme 

Latar belakang munculnya aliran filsafat hukum positivisme adalah mereaksi 

aliran filsafat hukum idealis yang dikemukakan oleh aliran Hukum Alam. Aliran filsafat 

hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktifitas yang berkenaan 

dengan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis. Teori hukum alam 

mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai aturan yang terdapat di alam perkembangan 

manusia dan selaras dengan kodrat manusia, mengandung moral dan menyatukan antara 

yang ada sekarang dan yang seharusnya. Hukum diputuskan berdasarkan hati nurani, 

                                                           
10

 Adji Samekto, Op. Cit., hal. 48  
11

 Ibid., hal . 49  
12

 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2009, hal. 33  
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untuk menuju pada keadilan yang sesungguhnya (substansi). Tokoh hukum alam, 

seperti; Imanuel Kant, Thomas Aquinas, Hugo de Grrof, menkonsepsikan hukum selalu 

berkaitan dengan keilahian atau kepercayaan, selalu akrab dengan moral.
13

 

Namun, pada perkembangannya, teori hukum dari aliran filsafat hukum alam, 

banyak diitervensi oleh kekuasaan kaisar atau raja, dan raja dianggap sebagai wakil 

Tuhan yang tidak pernah berbuat salah.
 14

 Hal inilah yang menjadi penyebab hukum 

tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuannya, bahkan menimbulkan  chaos, tidak 

mampu melindungi hak-hak manusia. Teori hukum alam mengalami kemunduran sejak 

muncul tokoh ahli hukum yang bernama Galileo Galilean, di mana pendapatnya 

bertentangan dengan konsep hukum alam. Pada saat inilah paradigma atau cara pandang 

positivisme muncul, yang mengusung ajaran tentang realitas, nyata (ada), valid dan 

dapat diukur dengan kebenaran ilmiah.   

 

Tokoh Filsafat Hukum Positivisme dan Pendapatnya 

 

 Filsafat hukum positivisme merupakan upaya untuk mempelajari hukum 

positivisme secara mendalam, terperinci dan radikal untuk menemukan kebenaran dari 

hukum positivisme. Upaya yang dilakukan adalah dengan memahami teori hukum yang 

dikemukakan oleh tokoh aliran hukum positivisme, yang kemudian melahirkan konsep 

hukum yang benar dalam tataran aliran hukum positivisme. Oleh karena itu, berikut ini 

akan dijelaskan tentang tokoh aliran positivisme, beserta teori yang digunakan, 

kemudian konsep yang dihasilkan.  

1. John Austin 

Pemikir positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859), beliau 

dikenal sebagai “bapak llmu hukum Inggris”. 
15

  Pendapatnya dikenal dengan istilah 

analytical jurisprudence  yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari 

penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, jadi unsur yang 

terpenting dari hukum adalah “perintah” (command). Oleh karena itu hukum bersifat 

tetap, logis, dan tertutup (closed logical system), di mana keputusan-keputusan hukum 

yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-

                                                           
 
13

 Ibid, hal. 27.  
14

 Adji Samekto, Op. Cit. hal. 42.  
15

 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal 269 
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peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai 

yang baik atau buruk.
16

  

John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut: 

”Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or 

body, to a members of some independent political society in which his auhority is 

supreme.” 

  

Kata kunci hukum menurut Austin adalah perintah yang diartikan perintah 

umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling 

tinggi (the supreme political authority), yang  berfungsi mengatur perilaku anggota 

masyarakat. Yang memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau juga sekelompok 

individu. Syaratnya : (1) individu atau kelompok individu merupakan orang atau 

sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat; dan (2) individu 

atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya. 

Jadi sumber hukum menurut Austin, adalah penguasa teringgi yang  de facto dipatuhi 

oleh segenap anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun.
17

  

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum 

seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak 

mematuhi). Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat 

moral, namun hukum sebagai perintah, yang memuat dua elemen dasar yaitu hukum 

sebagai keinginan penguasa harus ditaati, dan hukum memiliki kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek 

yang melanggarnya.
18

 Individu yang terkena perintah, ada keharusan untuk mentaatinya. 

Kegagalan memenuhi tuntutan perintah, akan mendapat sanksi hukum.  

Austin mengungkapkan ada dua pembedaan besar berkaitan dengan hukum, yaitu
19

 : 

a. Hukum Tuhan 

   Adalah hukum yang diciptakan Tuhan untuk makhluk ciptaan-  Nya. Hukum  ini 

merupakan suatu moral hidup manusia dalam arti sejati. 

b. Hukum manusia 

                                                           
16

 Bernard L. Tanya, Ed. All, Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 120 
17

 Ibid.  
18

 Theo Huijbers, Op. Cit, hal. 41 
19

 Ibid.  
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Adalah hukum yang dibuat manusia untuk manusia. Hukum manusia ini dibedakan 

menjadi 2 yaitu: 1)   Hukum yang sebenarnya (properly so called). Hukum ini sebagai 

superior politik dalam  melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh otoritas politik. 

2)   Hukum yang sebenarnya bukan hukum (improperly so called). Hal ini mencakup 

hukum-hukum yang ada karena analogi, misalnya aturan-aturan yang menyangkut 

keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu.
20

 

 

2. Gustav Radbruch (1878-1949) 

Gustav Radburch, berasal dari Jerman, mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga 

nilai dasar, yakni; nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan 

nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).
21

 Setiap peraturan hukum harus dapat 

dikembalikan pada nilai keabsahannya pada nilai dasar tersebut. Gustav 

menkonsepsikan bahwa hukum  sebagai paduan antara nilai-nilai yang harus 

diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu, nilai di maksud 

adalah keadilan. Oleh karena itu pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam 

peraturan yang nyata, yang berwujud undang-undang. Pada perkembangannya, nilai 

kepastian itu menjadi inti dari ajaran rule of law.
22

 

 

 

 

3. Hans Kelsen (1881-1973 M) 

Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf Austria, terkenal dengan teori grundnorm,  

mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada keharusan, 

di mana sistem norma ini penentuannya dilandaskan pada moralitas atau nilai-nilai yang 

baik. Pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis, dan belum 

menjadi hukum yang berlaku. Norma itu akan menjadi hukum yang berlaku apabila 

dikehendaki oleh masyarakat dan dituangkan dalam wujud tertulis, dikelurkan oleh 

negara dan memuat perintah.
23

 Hans Kelsen, juga terkenal dengan ajaran Teori Hukum 

                                                           
20

 www.kritikhukumpositivisme.com, diunggah hari sabtu, 23 September 2017, Jam 17.10 WIB.   
21

 Gustav Radbruch, Einfuhrung in Die Rechtswssenshalf, Stuutarf, K.F. Kohler, 1961, yang 

dikutip dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Pustaka Magister, 

2014, hal. 11.  
22

 Adji Samekto, Op. Cit., hal. 78  
23

 Hans Kelsen, yang dikutip oleh Soejono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam 

Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 1983,, hal. 35  

http://www.kritikhukumpositivisme.com/
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Murni (The Pure Theory Of Law)  yang menjelaskan bahwa hukum  ditaati bukan 

karena dinilai adil atau baik, namun karena hukum itu tertulis dan disahkan oleh 

penguasa. Paparan Hans Kelsen pada tataran hukum murni terfokus pada penjelasan 

tentang hakekat hukum dan bagaimana hukum itu dibuat.
 24

  Hal inilah yang menjadikan 

ilmu hukum mempunyai obyek studi yakni perundang-undangan, yang tertulis, 

mengandung perintah dan sanksi apabila dilanggar serta dibuat oleh negara sebagai 

penguasa. 

  

 

4. HLA Hart (1907-1992 M) 

HLA Hart, berasal dari Britania adalah tokoh positivisme hukum yang menkonsepsikan 

hukum mengandung ajaran, yakni
25

;  

a. Sebagai perintah dari penguasa yang kemudian ditulis oleh negara sebagai 

pemegang otoritas,  

b. Persoalan  nilai hukum baik atau buruk harus dipertimbangkan ketika hukum  itu 

dibuat,  

c. Hukum positivisme mengandung sistem logika tertutup yang diberlakukan secara 

deduktif pada kenyataan.  

d. Hukum tidak harus ada kaitan dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang 

seharusnya diciptakan. Hart memisahkan antar das sein dan das sollen.  

 

Kritik Terhadap Teori Hukum Filsafat Positivisme 

Bertitik tolak dari perkembangan aliran pemikiran hukum positivisme yang 

mengkonsepsikan hukum sebagai aturan tertulis yang mengandung perintah, dan dibuat 

oleh negara sebagai penguasa, kemudian mengandung sanksi bagi pelanggarnya. 

Menunjukkan pemahaman bahwa teori hukum dari filsafat hukum positivisme terkesan 

kaku, tekstual, dan lepas dari ajaran moral. Hakimpun ketika menyelesaikan perkara 

hukum sering terjebak oleh aturan formal, kedudukan hakim hanya sebatas corong 

undang-undang. Hal ini akan berpengaruh pada tujuan utama hukum yakni menegakkan 

keadilan, maka keadilan pada aliran pemikiran filsafat positivisme cenderung keadilan 
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formal atau prosedural, bukan keadilan substansial. Keadaan inilah yang dikritik oleh 

beberapa aliran pemikiran hukum lain, berikut akan dijelaskan beberapa kritik terhadap 

teori hukum filsafat positivisme : 

a. Holmes (hakim Amerika), tokoh aliran filsafat hukum realisme. Holmes 

beranggapan bahwa kasus-kasus hukum dipahami secara terbalik sebagai penerapan 

aturan-aturan (rules). Sebab kalau hukum itu adalah sekedar aturan-aturan, maka tidak 

akan ada proses ke pengadilan, oleh karena dengan mudah diterapkan aturan-aturan 

tersebut sebagaimana adanya aturan-aturan dalam permainan catur.
26

 Menurut aliran ini, 

berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang tidak hanya tertulis 

indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat 

penyelenggara hukum, polisi, jaksa, hakim atau siapa saja yang melaksanakan fungsi 

pelaksanaan hukum. 
27

  

b. Ajaran Filsafat Hukum Bebas (Freirechtslehre) yang menyatakan bahwa, tugas 

hakim adalah menciptakan hukum, itulah sebabnya hakim harus diberi hak untuk 

melakukan penemuan hukum secara bebas. Tugas hakim bukanlah menerapkan undang-

undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa-peristiwa konkrit, 

sehingga peristiwa berikutnya dapat diciptakan menurut norma-norma yang diciptakan 

hakim. Bahkan lebih jauh mazhab ajaran hukum bebas menuntut agar pengadilan 

berhak mengubah hukum (peraturan perundang-undangan) apabila melahirkan 

malapetaka hukum.
28

 

c. Critical Legal Studies yang juga mengkritisi dan menentang habis-habisan 

pandangan dasar positivisme hukum tentang netralitas, kemurnian dan otonomi hukum, 

karena dalam kenyataannya hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, namun sangat 

ketat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang subyektif. CLS 

menawarkan solusi agar pengkajian hukum dapat dilakukan dengan 
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mengharmonisasikan antara doktrin hukum dengan teori sosial empiris, supaya hukum 

dapat menegakkan keadilan.
29

  

d. Aliran pemikiran Critical Legal Studies Movement (Gerakan Studi Hukum Kritis), 

yang menjelaskan bahwa paradigma hukum positif yang menjadi kiblat dalam membaca 

hukum selama ini sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab masalah-masalah 

hukum. Gerakan Studi Hukum Kritis ini mengajak kita untuk melihat secara kritis 

permasalahan hukum terutama untuk membebaskan kajian-kajian hukum dari 

otoritarianisme kaum yuris positivis yang elitis.
30

 

e. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, berpendapat bahwa hukum secara 

keseluruhan, bukan hanya  sebagai persoalan menerapkan pasal-pasal undang-undang, 

sementara persoalan empiris yang menyangkut kepekaan terhadap latar belakang sosial-

budaya, kondisi politik, ekonomi dan sebagainya justru luput dari perhatian. 

Berdasarkan pemahaman ini memperlihatkan bahwa keberadaan UU masih terdapat 

kekurangan-kekurangan, dan kekurangan itu perlu dilengkapi.
31

 Solusinya dengan 

mengunakan aliran pemikiran hukum berparadigma hermeneutik, melalui kajian 

penafsiran atas bunyi undang-undang. Tugas hakim bukan hanya sebagai corong atau 

juru bicara UU, tetapi hakim juga bertugas menemukan hukum, melalui upaya 

penafsiran hukum, asalkan memenuhi unsur kepatutan dan masuk akal.
32

  

f. Teori Hukum Kritis berupaya mengkritisi teori hukum positivisme melalui 

penselarasan UU dengan keadaan masyarakat secara nyata, dengan mempertimbangan 

berbagai faktor, seperti; preferensi-preferensi ideologis, bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, 

dan konteks politik dalam proses pembentukan dan aplikasi hukum (external relation). 

Bagi penganut hukum kritis, berpendapat bahwa hukum adalah sebuah produk yang 

tidak netral karena di sana selalu ada berbagai kepentingan-kepentingan tersembunyi di 

belakangnya. Teori Hukum Kritis sangat bermanfaat terutama untuk menganalisis 

hukum dari landasan filosofisnya.
33

  

g. Eugen Ehrlich, salah satu tokoh madzhab sociological jurisprudence, menyatakan 

bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam 
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masyarakat.
34

 Menurut Ehrlich, menyatakan bahwa teori hukum tidak berfikir secara 

formalisme dan ligisme, melainkan bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. 

Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua 

hubungan sosial, norma-norma hukum dalam kenyataanya akan tercipta dari hubungan-

hubungan sosial tersebut.
35

 Kenyataan sosial tumbuh karena adanya kesadaran akan 

kebutuhan (opinio necessitatis), dan kesadaran inilah yang menyebabkan timbulnya 

hukum yang hidup “living law”.  Theodor Geiger, berpendapat bahwa norma “yang 

sebenarnya” merupakan norma yang terjelma dalam tingkah laku anggota-anggota 

masyarakat.
36

 Rescoe Pound mengkonsepsikan bahwa hukum adalah untuk “menata 

kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”, supaya tercapai keseimbangan 

yang proposional, dengan menghindari benturan.
37

  

Jika aliran filsafat positivisme dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, 

menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, 

tidak bisa dipahami secara sempit (sebatas positivistik semata), tidak hanya dipandang 

sebagai kenyataan biologis naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan ada 

kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu aliran positivisme tidak 

dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak, karena tidak mampu menegakkan keadilan 

yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu aliran positivisme tidak membuka 

dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan 

itu sendiri. 

Menurut ahli filsafat sekaligus ahli hukum di Indonesia, O. Notohamidjojo, 

menyatakan bahwa ilmu hukum menuntut untuk menilai dalam dua segi, yakni isi 

peraturan hukum dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan yuris 

tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, aequitas, kebenaran, dan kebaikan. 

Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai 

yuris, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan 

hukum dan masyarakat dari negara.
38

 Pendapat ini menguatkan alasan bahwa aliran 
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positivisme hukum di Indonesia tidak berjalan sendirian, namun membutuhkan dimensi 

lain untuk menselaraskan antara kepastian dan keadilan hukum. 

Beritik tolak dari beberapa aliran pemikiran hukum yang mengkritik teori hukum 

dari aliran pemikiran filsafat positivisme, maka penulis sepakat dengan pendapat 

Satjipto Rahardjo, yang berpendapat bahwa pemikir postivisme “Hans Kelsen” bukan 

berarti tidak diperlukan, akan tetapi analisis perlu diperkaya dengan optik “kacamata” 

dan pendekatan baru. Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Aspek keadilan menunujukan pada “kesamaan 

hak di depan hukum. Aspek kemanfaatan, menunjukan pada tujuan keadilan, yaitu 

memajukan kebaikan hidup manusia. Sedangkan, aspek kepastian menunjukkan pada 

jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan 

kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. 

SIMPULAN  

Penjelasan di atas dapat disimpulan bahwa aliran positivisme hukum muncul pada 

abad ke-19 dan berkembang di Eropa Kontinental, khususnya Prancis. Latar belakang 

munculnya aliran ini adalah mereaksi aliran idealis yang dikemukakan oleh aliran 

Hukum Alam. Pumpun berfikir aliran filsafat positivisme adalah mendasar pada 

kenyataan (realitas, fakta) dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan 

esensi, gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat dan dari itu kemudian 

didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu, 

menempatkan fenomena sebagai obyek yang dapat digeneralisasikan untuk diramalkan 

(diprediksi), meyakini bahwa suatu realitas (gejala) dapat direduksi menjadi unsur-

unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Prinsip dasar aliran 

positivisme hukum yakni; hukum adalah perintah terhadap manusia, harus dipisahkan 

dengan studi sosiologis, historis dan evaluasi kritis, keputusan-keputusan dapat 

dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa 

menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan serta moralitas, tidak ada hubungan antara 

hukum dan moral, karena moral adalah metayuridis. 

Kritik aliran positivisme hukum dilakukan oleh aliran hukum bebas, aliran hukum kritis, 

studi kritis hukum modern, hukum progresif, yang kesemuanya itu dapat disimpulkan 



Vol 1, No 1 (2018): Law & Justice Journal, November 2018__________________________ 

95 
 

bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang 

dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum yang melaksanakan fungsi 

pelaksanaan hukum. Selain itu hukum dapat dipahami dari aturan dan pelaksanaannya 

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh ajaran 

moral, budaya, ekonomi, politik dan ilmu sosial. 

Saran yang layak disampaikan adalah hendaknya para penegak hukum melihat hukum 

sebagai alat pencapaian tujuan sosial sehingga mampu menangkap nilai keadilan di 

masyarakat. Semua itu dapat diwujudkan dengan menggabungkan antara keadilan 

realitas empiris dengan nilai ideal normatif.  
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